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Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms merupakan 

putusan atas tindak pidana Pasal 338 KUHP yaitu melakukan pembunuhan dan kedua 

terdakwa didiagnosa pengidap penyakit skizofrenia paranoid, namun dalam hal ini 

terdapat perbedaan penjatuhan pidana, yang mana perkara No. 

2353/Pid.B/2018/PN.Mdn hakim memerintah untuk terdakwa dirawat di rumah sakit 

jiwa, sedangkan perkara No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms dijatuhi pidana penjara selama 

13 (tiga belas) tahun. Perbedaan penjatuhan pidana penjara tersebut menimbulkan 

terjadinya disparitas pidana. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

pertimbangan hakim tentang disparitas pada perkara No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn 

dan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms dan faktor yang menyebabkan adanya dispaitas 

pidana pada putusan perkara No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan No. 

288/Pid.B/2020/PN.Pms. 

 

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data 

menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber penelitian terdiri Hakim 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A dan Dosen Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Advokat pada RHS & Partners. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

   

Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim pada putusan perkara 

Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms 

didasari atas pertimbangan yuridis yaitu bahwa terpenuhinya unsur Pasal 338 KUHP 

pada kedua putusan tersebut, serta pada putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms 

hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mengidap gangguan kejiwaan skizofrenia 

paranoid yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim menjatuhi 

pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta  
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persidangan yang telah disampaikan oleh Hakim serta didasari oleh hal-hal yang 

meringankan atau memberatkan terdakwa dimana terdakwa telah membunuh nyawa 

orang lain. Selain hal tersebut adanya penyebab disparitas pada kedua putusan tersebut 

yaitu adanya perbedaan pemidanaan dengan satu tindak pidana yang sama yaitu sama-

sama mengidap penyakit skizofrenia paranoid dan melakukan pembunuhan, penyebab 

terjadinya disparitas antara kedua putusan tersebut didasari dengan adanya perbedaan 

pertimbangan hakim sehingga timbul disparitas pemidanaan.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam mengatur alasan pemaaf 

terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit kejiwaan pada kedua putusan 

tersebut tidak hanya dapat memikirkan keadilan semata masyarakat saja akan tetapi 

mempertimbangkan kejiwaan terdakwa dimana terdakwa membutuhkan perawatan 

kejiwaan yang lebih layak di rumah sakit jiwa sehingga terdakwa dapat sembuh dan 

gangguan yang diderita terdakwa tidak akan kambuh lagi dan dapat mencegah 

terdakwa mengulangi perbuatannya kembali. 

 

Kata kunci: Disparitas Pidana, Skizofrenia Paranoid, Pertimbangan Hakim  



 

 

 

ABSTRACT 

CRIMINAL DISPARITY ANALYSIS OF PARANOID SCHIZOPHRENIA 

(Study of Court Decision Number 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn and Number 

288/Pid.B/2020/PN.Pms) 

 

 

By 

Inriana Angela 

 

Study of Court Decision No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn and No. 

288/Pid.B/2020/PN.Pms is a decision on the crime of Article 338 of the Criminal Code, 

namely committing murder and the two defendants were diagnosed with paranoid 

schizophrenia, but in this case there is a difference in sentencing, in which case No. 

2353/Pid.B/2018/PN.Mdn the judge ordered the defendant to be treated in a mental 

hospital, while case No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms was sentenced to thirteen years in 

prison. The difference in the sentence of imprisonment has led to a disparity in 

sentences. The problems examined in this study are analyzing the judge's 

considerations about the disparity in case No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn and No. 

288/Pid.B/2020/PN.Pms and factors that lead to criminal disparities in the decision on 

case No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn and No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms. 

 

The research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Types of data 

using secondary data and primary data. Research sources consisted of judges at the East 

Jakarta District Court Class 1A and Lecturers in the Criminal Law Department at the 

Law Faculty of the University of Lampung and Advocates at RHS & Partners. Data 

analysis used is qualitative analysis. 

 

The results of the study show that the basis for the judge's considerations in the decision 

of case No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn and decision No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms is 

based on juridical considerations namely that the elements of Article 338 of the 

Criminal Code are fulfilled in both decisions mentioned, as well as in decision Number 

288/Pid.B/2020/PN.Pms the judge was of the opinion that the defendant did not suffer 

from paranoid schizophrenia psychiatric disorder which could be used as an excuse so 

that the Judge sentenced him to imprisonment for thirteen years, this can 

be seen from facts trials that have been delivered by the judge and are based on 

mitigating or aggravating circumstances for the defendant where the defendant has  
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killed another person's life. In addition to this, there is a cause for the disparity in the 

two decisions, namely the difference in sentencing for the same crime, namely both 

suffering from paranoid schizophrenia and committing murder. 

 

The suggestion in this study is that the judge should, in setting the reason for forgiving 

the perpetrator of a crime who has a mental illness in the two decisions, not only think 

about justice for the community alone, but also consider the psychology of the 

defendant where the defendant needs more proper psychiatric care in a mental hospital 

so that the defendant can be cured and the disturbance suffered by the defendant will 

not recur and can prevent the defendant from repeating his actions again. 

 

Keywords: Criminal Disparity, Paranoid Schizophrenia, Judge’s Consideration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU SKIZOFRENIA 

PARANOID (Studi Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No. 

288/Pid.B/2020/PN.Pms)  

 

Oleh: 

Inriana Angela 
  

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengejar Gelar 

SARJANA HUKUM 

Pada 

Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2023









 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Nama lengkap penulis adalah Inriana Angela, penulis 

dilahirkan di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta pada 

tanggal 24 Mei 2001. Penulis lahir dari pasangan buah hati 

Bapak Pipin Idrustoni Pasaribu dan Ibu Lusia Simamora dan 

merupakan anak terakhir dari empat bersaudara. Penulis 

mulai menempuh Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) 

Kartika X-17 Jakarta pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) 

Strada Van Lith II Jakarta pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 109 Jakarta dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya masuk pada 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 71 Jakarta dan lulus pada tahun 2019. Pada 

tahun 2019 Penulis diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Lampung melalui jalur Seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

(SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, 

Penulis aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan 

Hukum (UKM-F PSBH) sebagai Pengurus Bidang Kominfo periode Tahun 2022. Pada 

bulan Januari 2022 sampai bulan Febuari 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) di Kecamatan Jatinegara Kelurahan Cipinang Muara. 

 



 

 

MOTTO 

 

 

“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala 

rencanamu” 

(Amsal 16 : 3) 

 

 

 

“Pray as though everything depended on God. Work as though everything 

depended on you.” 

(St. Augustine) 

 

 

 

“Every accomplishment starts with the decision to try” 

(John F. Kennedy) 
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I. PENDAHULUAN 

    

 

A. Latar Belakang Masalah 

  

 

Hukum Pidana mengenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana yang mana dalam 

istilah bahasa asing disebut dengan responsibility atau criminal liability. 

Pertanggungjawaban pada pidana tidak hanya menyangkut mengenai hukum saja tetapi 

juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat 

atau kelompok-kelompok dalam masyarakat agar pertanggungjawaban pidana dapat 

memenuhi keadilan.1 

  

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertaanggungjawaban pidana 

atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana 

tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun seseorang melakukan perbuatan 

pidana, tidaklah seseorang tersebut dapat selalu dijatuhi pidana, orang yang melakukan 

perbuatan pidana hanya akan dijatuhi pidana apabila dia terbukti secara sah dan dilihat 

juga dari unsur kesalahannya.2 

  

 
1 Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 

2015, hlm.16. 
2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-6, 1993, hlm.153.. 
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Seseorang yang jiwanya tidak sehat dan normal yang tertulis dalam Bab III Pasal 44 

KUHP memberikan salah satu contoh kepada kita bahwa tidak semua orang dapat 

dimintai pertanggungjawaban pidana, Pasal 44 KUHP tersebut berisi sebagai berikut:3 

1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-

jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah 

akal tidak boleh dihukum. 

2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena 

kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh 

memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk 

diperiksa.  

3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 

 

Sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP, Gangguan jiwa menurut UU 

Nomor 18 Tahun 2014 orang dengan gangguan jiwa atau sering disingkat dengan 

ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan 

perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku 

yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam 

menjalankan fungsi sebagai manusia.  

 

Gangguan jiwa memiliki banyak jenis dan pengertian yang berbeda-beda, salah satunya 

yang kita ketahui yaitu skizofrenia paranoid yang merupakan gangguan kejiwaan 

kronis yang ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam 

berpikir, dan perubahan sikap dan pada umumnya pengidap skizofrenia mengalami 

gejala psikosis dimana pengidap sulit membedakan antara kenyataan dengan pikiran 

pada diri sendiri.4 Penderita skizofrenia juga kerap kali mempunyai kecenderungan 

 
3 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, Deepublish, Jakarta, 2020, hlm.50. 
4 Halodoc,com , Skizofrenia (web: https://www.halodoc.com/kesehatan/skizofrenia), 2022, diakses 

pada tanggal 25 September 2022 

https://www.halodoc.com/kesehatan/skizofrenia
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menganggap tubuhnya hidup pada satu dunia tetapi jiwanya berada pada dunia yang 

lain yang menyebabkan penderita cenderung dianggap “gila”.5   

 

Pengidap skizofrenia paranoid termasuk ke dalam cacat jiwa yang mana hal tersebut 

sudah diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP terkait dengan tindak pidana yang 

dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa dan tidak dapat mempertanggungjawabkan 

tindakannya. Akan tetapi, di dalam masyarakat masih banyak terjadi tindak pidana 

yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa khususnya pada gangguan jiwa 

skizofrenia paranoid dan terjadi perbedaan dalam pemidanaannya. Berikut ini contoh 

kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia paranoid.  

Tabel 1. Kasus Disparitas Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Skizofrenia 

   Paranoid 

 

No Nomor Putusan Pengadilan Fakta-Fakta Persidangan 

1.  2353/PiB/2018/PN. Mdn - Saksi Ahli: Dr. H. Mistar Ritonga, Dr. 

Mustafa M. Amin. M. KEB. MSc.,SpKj (K), 

dan DR. Paskawi Siregar. SpKJ 

mengemukakan pendapat bahwa Terdakwa 

mengalami gangguan jiwa berat (skizofrenia 

paranoid). 

- Menyatakan Terdakwa FAHRIZAL, S.Ik 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana yang terdapat pada 

Pasal 338 KUHPidana. 

- Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan 

untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa atas 

biaya keluarga Terdakwa  

- Barang bukti: 1 (satu) pucuk senjata api 

genggam Nomor : 606831 Merk CDS warna 

silver ganging warna coklat. 

 

 

 
5 Tristiardi Ardi Ardani, Psikiatri Islam, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm.208. 
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2.  288/Pid.B/2020/PN. Pms - Saksi Ahli: Ferdinan Leo Sianturi, 

M.Ked(KJ), SpKj mendiagnosa bahwa 

Terdakwa mengidap penyakit skizofrenia 

paranoid. 

- Menyatakan Terdakwa Suheri Sihombing 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana 

“pembunuhan” sebagaimana terdapat pada 

Pasal 338 KUHPidana. 

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 

dengan pidan penjara 13 (tiga belas) tahun. 

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 

- Barang butki: 1 (satu) bilah pisau beserta 

sarungnya. 

 

Sumber: https://putusan.mahkamahagung.go.id 

 

Berdasarkan tabel 1, penulis menganalisis bahwa pada unsur perkara tersebut unsur 

tindak pidana yang dilanggar adalah hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana 

pembunuhan, subjek atau pelaku sama-sama mengidap penyakit skizofrenia paranoid, 

namun pada perkara tersebut dapat terlihat bahwa pada perkara pertama hakim 

memutus dengan putusan bebas sedangkan pada perkara kedua diputus dengan 

hukuman penjara selama 13 tahun. 

 

Pertimbangan hakim sangat erat kaitannya dalam memutus suatu perkara. Maka dari 

hal tersebut sebelum hakm memutus suatu perkara, hakim tidak boleh mendapat 

intervensi dari pihak manapun karena hakim merupakan pejabat peradilan negara yang 

berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan 

kepadanya.6 Hakim juga harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian 

 
6 PA Marabahan, Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan, http://www.pa-

marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-

dissenting opinion, diakses pada tanggal 25 September 2022 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/
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hukum bagi seseorang dalam menjatuhkan pidana, karena berdasarkan Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 berisi bahwa dalam Ayat 1 (satu) hakim dalam 

memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan 

putusan yang dibuatnya dan Ayat 2 (dua) dikatakan penetapan dan putusan 

sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim 

yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.7 Selain dari itu, 

sebelum membuat putusan, terdapat aspek pertimbangan yuridis terhadap pelaku 

tindak pidana yang didakwakan.  

 

Menurut Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa, skizofrenia paranoid adalah 

gangguan jiwa yang ditandai dengan gangguan penilaian realita (waham dan 

halusinasi), serta suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya 

pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu. Berdasarkan 

ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) syarat untuk dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana salah satunya adalah tidak ada alasan penghapus pidana 

atau alasan pemaaf. Sedangkan, berdasarkan ketentuan di dalam KUHP salah satu 

alasan penghapus pidana atau alasan pemaaf ialah orang yang mengidap penyakit jiwa. 

 

Skizofrenia paranoid termasuk dalam kategori tersebut yaitu penyakit jiwa sehingga 

pada perkara-perkara tertentu dimana pelaku mengidap penyakit skizofrenia paranoid 

seharusnya dibebaskan, namun pada perkara ini ada kasus di mana hakim memutus 

pidana penjara bahkan memberikan hukuman maksimal yaitu 13 (tiga belas) tahun dan 

 
7 LBH Pengayoman, https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-

sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/ diakses pada 25 September 2022 

https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/
https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/
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juga terlihat telah terjadi disparitas pemidanaan terhadap putusan kasus tersebut, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana 

pada perkara Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms. 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian dalam bentuk 

skripsi dengan judul “Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Skizofrenia 

Paranoid (Studi Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No. 

288/Pid.B/2020/PN.Pms)”.  

  

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

 

1. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang disparitas pada perkara nomor 2353/

Pid.B/2018/PN.Mdn dan nomor 288/Pid.B/2020/Pn.Pms? 

b. Apakah faktor penyebab adanya disparitas pidana pada putusan perkara nomor 

2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan putusan perkara nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms? 

  

2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan uraian kajian permasalahan di atas, ruang lingkup dalam penelitian ini 

secara substansi merupakan hukum pidana formil, khususnya mengenai pertimbangan 

hukum hakim pada perkara pidana dan alasan disparitas pemidanaan pada perkara 

pembunuhan oleh penderita skizofrenia paranoid. Ruang lingkup tempat pada 

penelitian ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan 

Pematangsiantar serta rentang waktu penelitian ini dilakukan pada Tahun 2023. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan hukum ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetаhui dаsаr pertimbаngаn hаkim pada timbul dispаritаs putusаn 

hаkim dаlаm penjаtuhаn sаnksi pidаnа terhаdаp pelаku tindаk pidаnа oleh 

pengidаp skizofrenia paranoid.  

b. Untuk mengetahui penyebab adanya disparitas pidana yang ada pada putusan 

hakim Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan putusan Nomor 

288/Pid.B/2020/PN.Pms tentang tindak pembunuhan yang dilakukan oleh 

pengidap skizofrenia paranoid. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat atau kegunaan penelitian setidak-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:8 

a. Kegunaan Teoritis: 

Penelitiаn ini dihаrаpkаn dаpаt memberikаn kontribusi pemikirаn аtаu 

memberikаn solusi dаlаm perkembаngаn ilmu hukum khususnyа bidаng hukum 

pidаnа terkаit dispаritаs putusаn hаkim dаlаm menjаtuhkаn sаnksi pidаnа terhаdаp 

pelаku tindаk pidаnа oleh pengidаp skizofrenia paranoid. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitiаn ini dаpаt membаntu memberikаn mаsukаn tentаng pengembаngаn ilmu 

hukum khususnyа hukum pidаnа terkаit dengаn аdаnyа penyebаb dаn 

 
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian, Bandung: Citra Aditya bakti, 2004, hlm. 66. 



8 
 

 

penаnggulаngаn dispаritаs putusаn hаkim dаlаm menjаtuhkаn sаnksi pidаnа 

terhаdаp pelаku tindаk pidаnа oleh pengidаp gаngguаn kejiwааn. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

  

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penliti. 

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 

Hakim dalam memutus suatu perkara agar menjadi pedoman dan terhindari dari 

terjadinya disparitas pidana terdapat di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa 

hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat dan pada Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan bahwa hakim 

juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama 

persidangan. Selain dari pasal di atas, terdapat beberapa teori yang digunakan hakim 

dalam memutus suatu putusan, menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak 

dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya 

selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan 

nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:  
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1) Pertimbangan Sosiologi 

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan 

pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang 

dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.9 

2) Pertimbangan Filosofis  

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang 

dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku 

terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan 

adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari 

lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan 

kejahatan lagi. 

3) Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak 

boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 

KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:  

a. Keterangan Saksi ;  

b. Keterangan Ahli;  

c. Surat;  

d. Petunjuk;  

e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak 

perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan 

 
9 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm 6. 
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terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 

dilakukan. 

 

b. Teori Disparitas Pidana  

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak 

pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat 

diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Pengertian tersebut dapat kita 

lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda 

terhadap tindak pidana yang sejenis. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti 

ketiadaan keadilan, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah 

melanggar hukum, meskipun demikian sering kali orang melupakan bahwa elemen 

“keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.10  

 

Penjatuhan disparitas pidana tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim 

terhadap pelaku tindak pidana sehingga dikatakan bahwa figur hakim didalam hal 

timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi 

dalam beberapa hal yaitu: 

a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;  

b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;  

c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; 

d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk 

tindak pidana yang sama. 

 

 
10 Muladi-Barda Nawawsi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Bakti, Bandung, 2003, hlm.77. 
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Sesuai dengan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa wadah dimana disparitas 

tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Faktor yang dapat 

menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman bagi 

pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan 

memudahkan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan 

memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaanya setelah terbukti bahwa 

terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.11 

 

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang 

mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun 

sistematis penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Wiradi berpendapat bahwa kerangka konseptual adalah sebuah aktivitas yang 

memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan 

kaitannya.12 

b. Disparitas pidana merupakan tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam 

menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana bisa memuat hal-hal yang bersifat 

objektif dan berkaitan dengan isi pelaku tindak pidana sehingga hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana harus bersikap adil dan berpedoman kepada undang-

 
11 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 34. 
12 Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, http://www.gurupendidikan.com/13-

pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/ diakses pada 23 September 2022 

http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/
http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/


12 
 

 

undang kekuasaan hakim yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009. 

c. Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan 

pendapat berdasarkan pada fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta 

keyakinan hakim akan suatu perkara. Oleh sebab itu, hakim memiliki peran sentral 

dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara 

harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan. 

d. Pemidanaan merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau 

hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. 

Pemidanaan merupakan kata lain dari penghukman, menurut Prof. Sudarto, 

penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai 

“menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”. 13 

e. Tindak pidana menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) 

berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.14 

f. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa 

orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. 15 

Tindak pidana pembunuhan masuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa yaitu 

berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. 

 
13 Muladi dan Barda Nawawi A. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hlm.1. 
14 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35. 
15 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24. 
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g. Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan utama dalam 

pikiran, emosi dan perilaku pikiran yang terganggu, berbagai pikiran tidak 

berhubungan secara logis, persepsi dan perhatian yang keliru.16 Gangguan mental 

yang ditandai dengan gangguan proses berpikir yang menyimpang akibat beban 

berat yang tidak dapat diatasi oleh penderita. 

 

E. Sistemаtikа Penulisаn 

 

 

Skripsi ini disusun dalam bentuk lima bab, untuk mempermudah pemahaman penulisan 

secara keseluruhan adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

  

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika 

penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian 

mengenai Teori Disparitas Pidana, Alasan Penghapusan dan Pemaaf Pidana, Pert 

anggungjawaban Pidana Pelaku dengan Gangguan Jiwa dalam KUHP, Unsur-

Unsur Tindak Pidana Pembunuhan, Tinjauan Terhadap Skizofrenia Paranoid, dan 

Tinjauan Terhadap Fakta-Fakta Yuridis di Persidangan.  

 

 
16 Soetji Andari, Pelayanan Sosial Panti Berbasis Agama dalam Merehabilitasi Penderita Skizofrenia, 

Jurnal PKS Vol. 16 No. 2, Juni, 2017, hlm. 195 – 208. 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan 

Pengolahan Data serta Analisis Data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisi pertimbangan hakim tentang disparitas pada perkara 

No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms dan faktor yang 

menyebabkan adanya dispaitas pidana pada putusan perkara No. 

2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms. 

 

V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

  

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Teori Disparitas Pidana dan Dasar Pertimbangan Hakim  

 

 

1. Disparitas Pidana 

 

Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak 

sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahanya 

dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.17 Spesifikasi pengertian 

dari disparitas tersebut, menurut Hаrkristuti Hаrkrisnowo dispаritаs pidаnа dаpаt 

terjаdi dаlаm beberаpа kаtegori yаitu:18 

a. Dispаritаs аntаrа tindаk pidаnа yаng sаmа;  

b. Dispаritаs аntаrа tindаk pidаnа yаng mempunyаi tingkаt keseriusаn yаng sаmа; 

c. Dispаritаs pidаnа yаng dijаtuhkаn oleh sаtu mаjelis hаkim;  

d. Dispаritаs аntаrа pidаnа yаng dijаtuhkаn oleh mаjelis hаkim yаng berbedа untuk 

tindаk pidаnа yаng sаmа  

Pendapat Harkristuti Harkrisnowo diatas kita dapat menemukan wadah dimana 

disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas 

pemidanaan dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap sistem peradilan 

 
17 Muladi-Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Bakti, Bandung, 2003, hlm.59. 
18 Hаrkristuti Hаrkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidаnааn: Suаtu Gugаtаn Terhаdаp Proses 

Legislаsi dаn Pemidаnааn Di Indonesiа, UI Press, Jаkаrtа, 2003, hlm. 25. 
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Indonesia. Kemudian, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip oleh 

Muladi dan Barda Nawawi, antara lain ialah:19 

a. Dapat memelihara tubuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat 

terhadap sistem pidana yang ada 

b. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana 

c. Mendorong terjadinya tindak pidana 

d. Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar. 

 

Disparitas pidana harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. 

Padangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap perkarang yang diajukan padanya. Pandangan ini juga termasuk dalam bentuk 

refleksi yang mana hakim dalam usahanya tetap menjaga kewibawaan hukum, dan 

harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang telah di hasialkannya dengan 

alasan yang benar dan wajar. Apabila terjadi disparitas pemidanaan maka akibаt yаng 

ditimbulkаn dаri hal tersebut akan berdampak buruk bagi mаsyаrаkаt dаn semаkin 

menimbulkаn kekаcаuаn di mаsyаrаkаt. Mаsyаrаkаt menjаdi kurаng simpаti dengаn 

sistem pemidаnааn dаn penegаkаn hukum yаng аdа. Bаhkаn dаpаt mendorong 

munculnyа tindаk pidаnа аkibаt dispаritаs tersebut. Maka dari hal tersebut, figur hakim 

bisa dikatakan berperan besar dalam menentukan timbulnya suatu disparitas 

pemidanaan. 

  

 

 

 
19 Muladi dan Barda Nawawi, Op.cit, hlm.68 
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2. Dasar Pertimbangan Hakim 

 

Menurut Pasal 1 Ayat 8 KUHAP, hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim menyebutkan bahwa hakim 

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat, dan pada Pasal 8 Ayat 2 menyebutkan bahwa hakim juga 

dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama 

persidangan.  

 

Fungsi seorang hakim di dalam persidangan adalah seseorang yang diberi wewenang 

oleh undang-undang untuk melakukan dan mengadili setiap perkara yang dilimpahkan 

kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah: 

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya; 

2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya; 

3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. 

 

Secara yuridis, di dalam Pasal 184 KUHAP, seorang hakim dalam hal menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa secara sah bersalah 

melakukannya. Alat bukti yang sah, yaitu: 

1. Keterangan Saksi; 

2. Keterangan Ahli; 

3. Surat; 

4. Petunjuk; dan 
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5. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum telah diketahui sehingga tidak 

perlu dibuktikan.20 

 

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan orang saksi saja tidak 

cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) menyebutkan ketentuan tersebut 

tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis 

nullus testis).21 Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam 

menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakulan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal yang 

bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal diluar pembuat. Dalam praktik peradilan, 

hakim akan menarik sebuah kesimpulan yang didapat dari pertimbangan yuridis dan 

non-yuridis. Berikut penjelasan pertimbangan hakim dilihat dari yuridis dan non-

yuridis : 

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 

pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang 

telah ditetapkan.22 Perimbangan yuridis di antaranya : 

a) Dakwaan jaksa penuntut umum; 

b) Keterangan saksi; 

c) Keterangan terdakwa; 

d) Barang bukti; 

e) Pasal-pasal dalam Undang-undang terkait. 

 

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis selain pertimbangan yang bersifat yuridis 

hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non 

yuridis. Pertimbangan tersebut, yaitu: 

 
20 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan 

Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm.11. 
21 Ibid. hlm. 11. 
22 Wahyu Affandi, Hakim dan Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 1984, hlm.89. 
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a) Akibat perbuatan terdakwa; 

b) Kondisi diri terdakwa. 

Merujuk pada butir-butir di atas, diharapkan penjatuhan pidana bisa lebih proporsional 

dan lebih di pahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. Proses atau 

tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, 

dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana 

Perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu 

perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana. 

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana 

Jika seseorang terdakwa di nyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana 

melanggar suatu pasal tertentu, hakim mengalisis apakah terdakwa dapat 

dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. 

3. Tahap Penentuan Pidana 

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat 

Pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku.  

Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.  

  

Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur 

seperti di atas dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hukuman yang lebih rendah 

dari batas minimal dan hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari batas 

maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang dan juga harus melihat pada 

hasil pemeriksaan di siding pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang 

serta keadaan-keadaan atau factor apa saja yang meliputi perbuatannya. 23 

 

Hal demikian, hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak 

memihak, sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi mengandung 

makna bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi 

 
23 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, hlm. 63. 
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manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Dengan demikian kewajiban hakim 

untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga 

masyarakat (equality before the law).24 

 

B. Alasan Penghapusan dan Pemaaf Tindak Pidana 

  

 

1. Alasan Penghapus Pidana 

Alasan penghapusan pidana dalam KUHP diatur pada Buku I Bab III tentang hal-hal 

yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana. Alasan 

penghapus pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi rumusan delik/undang-undang atau tindak pidana, tidak 

dipidana. Mengenai alasan penghapus pidana ini terdapat penggolongan yang berbeda-

beda.  

MvT membagi alasan penghapus pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu: 25 

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang 

itu (inwendige droden van ontoerekenbaarheid)  

2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang 

itu (uitwendige groden van ontoerekenbaarheid) 

  

 
24 Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, delik-delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (conterm of 

court), Sinar Grafika, Jakarta, 1988. 
25 Tri Andrisman, Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya 

dalam Konsep KUHP 2013, Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung, 2013,  hlm. 111. 
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Alasan penghapus pidana ada yang terletak di dalam KUHP dan ada pula yang terletak 

di luar KUHP. Alasan penghapus pidana di dalam KUHP yang dikenal dengan alasan 

penghapus pidana di dalam undang-undang, terdiri dari:26 

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44) 

2. Daya Paksa/Overmacht (Pasal 48) 

3. PembelaanTerpaksa/Noodweer (Pasal 49) 

4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50)  

5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51) 

 

Berikut ini merupakan alasan penghapus pidana yang ada di luar undang-undang, 

maksudnya walaupun tidak diatur atau ditentukan dalam undang-undang, namun 

karena itu sesuai kebiasaan atau rasa keadilan, maka alasan penghapus pidana di luar 

undang-undang tersebut diterima juga sebagai alasan penghapus pidana dalam praktik 

peradilan. Alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut berikut.  

a. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materil.  

b. Consent of the victim atau izin dari orang lain mengenai suatu perbuatan yang 

dapat dipidana.  

c. Tidak ada kesalahan sama sekali.  

 

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 

tiga alasan penghapus pidana, yaitu: 27  

a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun 

perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undangundang. Kalau 

 
26 Ibid,. hlm. 113. 
27 Achmad Soema Di Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 249. 
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perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada 

pemidanaan.  

b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak 

dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, 

meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang 

menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana. 

c. Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenar 

maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan 

maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap 

bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak 

diadakan penuntutan. 

 

2. Alasan Pemaaf 

 

Achmad Soemadi Pradja, menjelaskan yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah 

penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, yang membuat pelaku 

perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. 

a.  Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab, hal 

tersebut diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang berisikan sebagai berikut: 

1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-kan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena 

penyakit, tidak dipidana. 

2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya 

karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka 

hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, 

paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. 

3) Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan 

Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 

 

Moeljatno mengemukakan bahwa ada 2 (dua) syarat agar Pasal 44 Ayat 1 dapat 

berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana, yaitu:  

1. Syarat Psikiatris, yakni terdakwa harus mempunyai keadaan di mana akalnya 

tidak sempurna, contohnya kegilaan atau idiot yang didapatkannya dari 

semenjak lahir ataupun dikarenakan penyakit kejiwaan yang timbul di mana 

keadaan tersebut harus berlaku selama terus-menerus. 

2. Syarat Psikologis, syarat ini menyatakan bahwa gangguan jiwa yang ada pada 

pelaku harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya, 
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artinya apabila gangguan jiwa muncul sesudah terjadinya tindak pidana, maka 

alasan pemaaf tidak berlaku padanya. 

3. Perbuatan yang dilakukan karena daya paksa (Overmacht), a 

4. lasan ini diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa 

melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” 

 

Alasan daya paksa dalam Pasal 48 sejatinya dapat menjadi alasan pembenar 

maupun pemaaf karena dapat dilihat melalui contoh dari daya paksa sebagai alasan 

pemaaf yang digambarkan oleh R. Sugandhi dalam bukunya “KUHP Berikut 

Penjelesannya” di mana terjadi keadaan sebagai berikut: Sebuah pelayaran dengan 

kapal laut telah terjadi kecelakaan. Kapal itu meledak dengan mendadak, sehingga 

penumpangnya masing-masing harus menolong dirinya sendiri. Seorang 

penumpang beruntung dapat mengapung dengan sebuah papan kayu yang hanya 

dapat menampung seorang saja. Kemudian datang penumpang lain yang juga ingin 

menyelamatkan dirinya. Padanya tiada sebuah alat pun yang dapat dipakai untuk 

menyelamatkan diri. Ia lalu meraih papan kayu yang telah dipakai untuk 

mengapung oleh orang yang terdahulu dari dia. Orang yang terdahulu itu lalu 

mendorong orang tersebut hingga tenggelam dan mati. Karena dalam keadaan 

darurat, maka orang itu tidak dapat dihukum. 

 

b. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) 

Alasan ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berisi: “Pembelaan terpaksa 

yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang 

hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” Alasan ini 

merupakan lanjutan dari pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam Pasal 49 ayat (1) 
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KUHP. Ada perbedaan mendasar yang ada pada noodweer dan noodweer exces 

sehingga menjadi kategori yang berbeda. 

1. Pada noodweer, pembelaan terpaksa dilakukan dengan niat menghilangkan 

ancaman pada dirinya atau orang lain. Karena pembelaan dari ancaman kejahatan 

ini merupakan hak korban karenanya sifat melawan hukum dari pembelaan 

tersebut dihapuskan (alasan pembenar). 

2. Sedangkan dalam noodweer exces, pembelaan yang dilakukan tetap dilakukan 

meskipun ancaman telah hilang. Pembelaan yang berlebihan tersebut melawan 

hukum namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat (hevige 

gemoedsbeweging) perbuatannya tidak dapat dipidana (alasan pemaaf). 

 

Salah satu contohnya yaitu apabila seseorang korban tengah dalam pergulatan 

menahan hunusan pisau dari orang yang hendak menusuknya, namun akhirnya 

korban berhasil merebut pisau tersebut dari pelaku penyerangan yang kemudian 

korban menusuk penyerangnya tersebut hingga berkali-kali. Dalam hal ini korban 

bisa saja hanya melumpuhkan dengan hanya melukai penyerangnya sehingga 

menghilangkan ancaman yang ada pada dirinya, namun karena keguncangan jiwa 

yang hebat (hevige gemoedsbeweging) tersebut korban menusuk pelaku tersebut 

hingga berkali-kali hingga tewas. 

  

c. Perbuatan karena melakukan perintah jabatan yang tidak sah, alasan ini terdapat 

pada Pasal 51 ayat (2) KUHP, yaitu:“Perintah jabatan tanpa wewenang tidak 

menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad 

baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk 

dalam lingkungan pekerjaannya.” 

Alasan ini merupakan suatu perlindungan apabila seseorang yang karena jabatan 

mendapat perintah untuk melakukan sesuatu yang ia kira merupakan perbuatan yang 

sah untuk dilakukan sesuai jabatannya. Heindra A. Sondakh dalam artikel jurnalnya, 
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“Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang dalam Pasal 51 

KUHPidana”, menerangkan contoh dari berlakunya Pasal 51 ayat (2) sebagai alasan 

pemaaf yaitu jika ada situasi di mana beberapa anggota Polri diberi perintah oleh 

anggota penyidik polisi senior untuk menangkap seseorang, di mana penyidik senior 

tersebut berbohong bahwa telah ada surat penangkapan yang padahal tidak ada. 

Dalam hal ini beberapa anggota polisi yang ikut serta menangkap tersebut 

berbohong bahwa telah ada surat penangkapan yang padahal tidak ada. Dalam hal 

ini beberapa anggota polisi yang ikut serta menangkap atas suruhan anggota 

penyidik senior tersebut tidak dapat dipidana dengan alasan sebagai berikut: 

1. Dengan iktikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab 

mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang 

membuat Surat Perintah Penangkapan 

2. Menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para 

anggota Polri. 

Merujuk dari kejadian di atas, apa yang dilakukan oleh para anggota polisi dalam 

menangkap seseorang tersebut merupakan tindakan melawan hukum, namun 

kesalahannya dihapuskan karena ketidaktahuan mereka dalam menjalankan tugas 

yang mereka kira merupakan tugas yang sah, yang ternyata tidak sah.  

 

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Gangguan Jiwa dalam KUHP 

 

 

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai 

diteruskannya celaan yang bersifat objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara 

subjektif telah memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.  
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Celaan objektif yang dimaksud dalam pengertian di atas yaitu perbuatan yang 

dilakukan oleh seorang dan bertentangan atau dilarang oleh hukum baik secara hukum 

formil maupun materil, sedangkan yang dimaksud dalam celaan subjektif yaitu 

merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut.  

 

Moeljаtno juga memberikan pendapat dan menаrik kesimpulаn bahwa аdаnyа 

kemаmpuаn bertаnggungjаwаb, iаlаh:28 

a. Hаrus аdаnyа kemаmpuаn membedа-bedаkаn аntаrа perbuаtаn yаng bаik dаn yаng 

buruk, yаng sesuаi hukum dаn melаwаn hukum; 

b. Hаrus аdаnyа kemаmpuаn untuk menentukаn kehendаknyа menurut keinsyаfаn 

tentаng bаik dаn buruknyа perbuаtаn tersebut.  

 

Wаktu terdаpаtnyа kemаmpuаn bertаnggungjаwаb pidаnа, dаpаt dengаn duа cаrа 

yаitu: 29 

a. Dengаn berdаsаrkаn dаn аtаu mengikuti dаri rumusаn Pаsаl 44 Ayаt (1) KUHP. 

Dаri pаsаl 44 Ayаt (1) KUHP itu sendiri, yаng sifаtnyа berlаku umum, аrtinyа 

berlаku terhаdаp semuа bentuk dаn wujud perbuаtаn. Pаsаl 44 Ayаt (1) KUHP 

menentukаn duа keаdааn kejiwааn yаng tidаk mаmpu bertаnggungjаwаb. Dengаn 

demikiаn orаng yаng mаmpu bertаnggungjаwаb iаlаh orаng yаng аtаs semuа 

perbuаtаnnyа (berwujud tindаk pidаnа) tidаk terdаpаt dаlаm duа keаdааn di Pаsаl 

44 Ayаt (1), yаkni bilа jiwаnyа tidаk cаcаt dаlаm pertumbuhаnnyа, аtаu jiwаnyа 

tidаk tergаnggu kаrenа penyаkit demikiаn itulаh orаng mаmpu bertаnggungjаwаb. 

b. Dengаn tidаk menghubungkаn dengаn normа Pаsаl 44 ayаt (1), dengаn mengikuti 

pendаpаt Sаtochid Kаrtаnegаrа, orаng yаng mаmpu bertаnggungjаwаb itu аdа tigа 

syаrаt yаng hаrus dipenuhi, yаitu:  

1) Keаdааn jiwа seseorаng yаng sedemikiаn rupа (normаl) sehinggа diа bebаs аtаu 

mempunyаi kemаmpuаn dаlаm menentukаn kehendаknyа terhаdаp perbuаtаn 

yаng аkаn dilаkukаn;  

 
28 Moeljаtno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 30. 
29 Аdаmi Chаzаwi, Pelаjаrаn Hukum Pidаnа Bаgiаn 2, Rаjа Grаfindo Persаdа, Jаkаrtа, 2014, hlm 

148-149. 
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2) Keаdааn jiwа orаng itu yаng sedemikiаn rupа, sehinggа mempunyаi kemаmpuаn 

untuk dаpаt mengerti terhаdаp nilаi perbuаtаnnyа besertа аkibаtnyа;  

3) Keаdааn jiwа orаng itu sedemikiаn rupа sehinggа mаmpu untuk menyаdаri dаn 

menginsyаfi bаhwа perbuаtаn yаng (аkаn) dilаkukаnnyа itu аdаlаh suаtu 

kelаkuаn yаng tercelа, kelаkuаn yаng tidаk dibenаrkаn oleh hukum, аtаu oleh 

mаsyаrаkаt mаupun tаtа susilа yаng аdа. 

 

Kemudian, berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti 

seperti apa yang dilantunkan dalam Ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang 

tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Pembagian 

mengenai pertanggungjawaban dalam Pasal 44 KUHP sebenarnya tidak dijelaskan 

secara rinci. Berbeda dalam Pasal 388 RUU KUHP, yang telah menyebutkan bagian 

pokoknya yaitu gangguan jiwa, penyakit jiwa, dan retardasi mental, walaupun 

dibuatkan demikian, tetap saja tidak ada perbedaan bagi gangguan jiwa dan penyakit 

jiwa. Bagian penjelasan RUU KUHP, definisi dari keduanya adalah suatu perbedaan 

yang telah terjadi pada fungsi kejiwaan sehingga menyebabkan terganggu Kesehatan 

jiwa. Terdapat 3 syarat yang dapat membuat seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, 

yaitu: 

a. Tidak menyadari tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukannya; 

b. Tidak dapat memberikan arah kemampuannya; 

c. Tidak dapat menyadari sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya. 

 

Seseorang apabila telah memenuhi ketiga unsur yang ada di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa orang tersebut tidak dapat mampu bertanggungjawab, sehingga tidak 

semua gangguan kejiwaan dapat menyebabkan seseorang terlepas dari jeratan hukum, 

maka untuk menentukan hal tersebut harus dibuktikan secara langsung di dalam 
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persidangan. Tiga metode yang digunakan untuk menentukan seseorang dapat 

bertanggungjawab atau tidak, antara lain: 

1. Metode biologis, maksudnya meneliti tanda-tanda yang tidak normal lalu 

dikaitkan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab;  

2. Metode psikologis, maksudnya meneliti tanda-tanda psikologis lalu tanda-tanda 

tersebut dinilai dan ditarik kesimpulan apakah seseorang tersebut dapat 

bertanggungjawab ataukah tidak;  

3. Metode gabungan, ialah penggabungan dari kedua metode diatas. 

 

Adapun 3 cara untuk mengetahui ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai alasan 

penghapus pidana, yaitu:30 

1. Menentukan penyebab penghapus pemidanaan. Jika seorang ahli jiwa menyatakan 

terdakwa mengalami gannguan jiwa, maka Hakim seharusnya tidak boleh 

menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana. Hal ini dapat disebut sebagai sistem 

menyatakan. 

2. Jenis penyakitnya tidak ditentukan tetapi hanya mengetahui akibat saja. Hal yang 

terpenting apakah orang tersebut dapat menyadari bahwa perbuatan yang 

dilakukan telah melanggar hukum. Sistem ini disebut sistem mempernilai.  

3. Penggabungan no.1 dan 2 

 

Pertanggungjawaban Pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

KUHP yang terdapat pada Pasal 38 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang pada 

waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas 

intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai Tindakan.” Kemudian 

dilanjutkan dengan Pasal 39 yang berisikan bahwa “setiap orang yang pada waktu 

melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan 

kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual 

derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. 

 

 
30 Moeljatno, Op.Cit,, hlm. 179-180. 
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 Peran ahli jiwa dan hakim sangat diperlukan dalam hal ini. Ahli jiwa yang menentukan 

apakah adanya penyakit dalam diri terdakwa, sedangkan hakim menilai hubungan 

gangguan jiwa yang dialami dengan perbuatan yang dilakukannya. Penentuan dapat 

atau tidaknya seseorang diminitai pertanggungjawaban pidana tergantung pada hasil 

pemeriksaan yang telah dilakukan oleh ahli jiwa dan hakim menilai apakah keadaan 

kejiwaan yang dialami pelaku telah mempengaruhi perbuatan atau tidak, setelah 

diketahui hal tersebut, baru dapat ditentukan mengenai kemampuan bertanggungjawab.  

 

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 

 

 

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP Bab XIX Pasal 338-350. Kejahatan 

terhadap nyawa merupakan penyerangan terhadap orang lain atau menyangkut 

kehidupan seorang (pembunuhan atau murder). Kejahtaan terhadap nyawa dapat 

dibedakan beberapa aspek yaitu. 

a. Berdasarkan KUHP, yaitu : 

1) Kejahatan terhadap jiwa manusia 

2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir 

3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan 

b. Berdasarkan unsur kesengajaan (dolus). Dolus menurut teori wilsiheorie adalah 

kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.31 

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat 

dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Kejahatan itu meliputi:  

 
31 Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Rajaratindo, Jakarta, 2001, hlm. 50. 
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a. Dilakukan secara sengaja 

b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat 

c. Dilakukan secara terencana 

d. Keinginan dari yang dibunuh 

e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.  

Beberapa teori dalam hal yang menyatakan telah menghilangkan atau merampas jiwa 

orang lain, yaitu:  

a. Teori Aequivalensi yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (condition 

sin quanton) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu 

akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat) 

b. Teori Adaequato yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori 

keseimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada 

alasan pemberat) 

c. Teori Individualis dan Generalis dari T. Traget yaitu bahwa faktor dominan yang 

paling menentukan suatu akibat itulah yang menyebabkannya sementara menurut 

teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah 

satu-persatu.32 

 

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua 

dasar, yaitu:  

a. Atas dasar unsur kesalahannya, berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa 

tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:  

1) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam Pasal BAB XIX KUHP 

2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur BAB XIX 

b. Atas dasar obyeknya (nyawa), kepentingan hukum yang dilindungi maka 

kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu:  

1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 

340, 344, 345 KUHP 

 
32 Ibid, hlm. 63-64. 
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2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, 

dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP 

3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), 

dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.  

 

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut 

sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut caracara yang menimbulkan akibat 

tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak 

dengan senjata, senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam 

makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak 

seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.  

 

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada 

selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan 

akibat yang terlarang ataukah belum atau tidak. Apabila karenanya (misalnya 

menikam) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru 

merupakan percobaan pembunuhan (338 Jo. 53 KUHP), dan belum atau bukan 

pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP. Dan 

apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 

macam, yakni:  

a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formal merumuskan tentang akibat yang 

dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur 

perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP);  

b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan 

atau tingkah laku, juga disebutkan pula unsur akibat dari perbuatan (akibat 

konstitutif) misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP). 
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E. Tinjauan Terhadap Skizofrenia Paranoid  

 

 

1. Pengertian Skizofrenia 

 

Skizofreniа berаsаl dаri duа kаtа, yаitu “Skizo” yаng аrtinyа retаk аtаu pecаh (split), 

dаn “Freniа” yаng berаrti jiwа. Dengаn demikiаn seseorаng yаng menderitа gаngguаn 

jiwа Skizofreniа аdаlаh orаng yаng mengаlаmi keretаkаn jiwа аtаu keretаkаn 

kepribаdiаn (splitting of personаlity).33 Menurut Pedomаn Penggolongаn Diаgnosis 

Gаngguаn Jiwа III (PPDGJ-III) skizofreniа merupаkаn sindrom dengаn vаriаsi 

penyebаb dаn perjаlаnаn penyаkit yаng luаs, tаk selаlu bersifаt kronis, dаn tergаntung 

pаdа perimbаngаn pengаruh genetik, fisik, dаn sosiаl budаyа. Skizofreniа merupаkаn 

suаtu bentuk psikosа yаng sering dijumpаi dimаnа-mаnа sejаk dаhulu kаlа. Sebelum 

Krаepelin tidаk аdа sаtupun pendаpаt mengenаi berbаgаi gаngguаn jiwа yаng sekаrаng 

dinаmаkаn skizofreniа.  

 

Gаngguаn skizofreniа аdаlаh sekelompok reаksi psikotik yаng mempengаruhi аreа 

fungsi individu, termаsuk berpikir dаn berkomunikаsi, menerimа, dаn 

menginterpretаsikаn reаlitаs, merаsаkаn dаn menunjukkаn emosi, dаn berperilаku 

dengаn sikаp yаng dаpаt diterimа secаrа sosiаl.34 Menurut Krаepelin pаdа penyаkit ini 

terjаdi kemundurаn intelegensi sebelum wаktunyа; sebаb itu dinаmаkаnnyа demensiа 

(kemundurаn intelegensi) precox (mudа, sebelum wаktunyа).35 

  

 
33 Dаdаng Hаwаri, Pendekаtаn Holistik Pаdа Gаngguаn Jiwа Skizofreniа , FKUI, Jаkаrtа, 2009, hlm. 

10. 
34 Аnn Isааcs, Pаnduаn Belаjаr: Keperаwаtаn Kesehаtаn Jiwа dаn Pskiаtri edisi 3, EGC, Jаkаrtа, 

2004, hlm. 23. 
35 H.I. Kаplаn dаn B.J. Sаdock, Sinopsis Pskiаtri Jilid 2, edisi VII, Binаrupа Аksаrа, Jаkаrtа, 2010, 

hlm. 50. 
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Berdаsаrkаn teori diаtаs mаkа dаpаr disimpulkаn pengertiаn skizofreniа аdаlаh 

gаngguаn jiwа menetаp, bersifаt kronis, dаn bisа terjаdi kekаmbuhаn dengаn gejаlа 

psikotik berаnekаrаgаm dаn tidаk khаs seperti penurunаn fungsi kognitif yаng disertаi 

hаlusinаsi dаn wаhаm, аfek dаtаr, disorgаnisаsi perilаku dаn memburuknyа hubungаn 

sosiаl. 

 

2. Tanda dan Gejala Skizofrenia 

 

Perjаlаnаn gаngguаn jiwа skizofreniа dаpаt dibаgi menjаdi 3 (tigа) yаitu:  

a. Fаse Prodromаl 

Biаsаnyа timbul gejаlа-gejаlа non spesifik yаng lаmаnyа bisа minggu, bulаn, 

аtаupun lebih dаri sаtu tаhun sebelum onset psikotik menjаdi jelаs. Gejаlа tersebut 

meliputi: hendayа atau suatu abnormalitas dari fungsi pekerjааn, fungsi sosiаl, 

fungsi penggunааn wаktu luаng, dаn fungsi perаwаtаn diri. Perubаhаnperubаhаn ini 

аkаn menggаnggu individu sertа membuаt resаh keluаrgа dаn temаn. Semаkin lаmа 

fаse prodromаl mаkа semаkin buruk prognosisnyа. 

b. Fаse Аktif  

Gejаlа positif/psikotik menjаdi jelаs seperti tingkаh lаku kаtаtonik, inkoherensi, 

wаhаm, аtаu hаlusinаsi disertаi dengаn gаngguаn аfek. Hаmpir semuа individu 

dаtаng berobаt pаdа fаse ini, bilа tidаk mendаpаt pengobаtаn gejаlа-gejаlа tersebut 

dаpаt hilаng spontаn suаtu saаt mengаlаmi eksаsebаsi аtаu terus bertаhаn. Fаse аktif 

аkаn diikuti oleh fаse residuаl. 

c. Fаse Residuаl  

Gejаlа-gejаlа fаse ini sаmа dengаn fаse prodromаl tetаpi gejаlа positif/psikotiknyа 

sudаh berkurаng. Disаmping gejаlа-gejаlа yаng terjаdi pаdа ketigа fаse diаtаs, 

penderitа skizofreniа jugа mengаlаmi gаngguаn kognitif berupа gаngguаn berbicаrа 

spontаn, mengurutkаn peristiwа, kewаspаdааn dаn eksekutif (аtensi, konsentrаsi, 

hubungаn sosiаl). 

 

Sedangkаn menurut Bleuler, gejаlа skizofreniа dаpаt dibаgi menjаdi duа kelompok, 

yаitu: 

a. Gejala primer, gejаlа primer dari gejala skizofrenia terdiri dаri gаngguаn proses 

berpikir, gаngguаn emosi, gаngguаn kemаuаn, sertа аutis.  

b. Gejаlа sekunder, gаngguаn sekunder dari gejala skizofrenia terdiri dаri wаhаm, 

hаlusinаsu, dаn gejаlа kаtаtonik mаupun gаngguаn psikomotor yаng lаin. 
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3. Jenis Skizofreniа  

 

a. Skizofreniа simpleks, sering timbul pertаmа kаli pаdа mаsа pubertаs. Gejаlа utаmа 

iаlаh kedаngkаlаn emosi dаn kemundurаn kemаuаn. Gаngguаn proses berfikir 

biаsаnyа sukаr ditemukаn. Wаhаm dаn hаlusinаsi jаrаng sekаli terdаpаt. Jenis ini 

timbul secаrа perlаhаn yаng pаdа permulааn mungkin penderitа kurаng 

memperhаtikаn keluаegаnyа аtаu menаrik diri dаri pergаulаn. Mаkin lаmа iа 

semаkin mundur dаlаm pekerjааn аtаu pelаjаrаn dаn pаdа аkhirnyа menjаdi 

pengаnggurаn dаn bilа tidаk аdа orаng yаng menolongnyа mungkin iа аkаn menjаdi 

pengemis, pelаcur, аtаu penjаhаt.36 

b. Skizofreniа Hebefrenik аtаu disebut jugа hebefreniа, menurut Mаrаmis 

permilааnnyа perlаhаn-lаhаn dаn sering timbul pаdа mаsа remаjа аtаu аntаrа 15-25 

tаhun.37 Gejаlа yаng mencolok аdаlаh gаngguаn pаdа proses berfikir, gаngguаn 

kemаuаn, dаn аdаnyа depersonаlisаsi. Gаngguаn psikomotor seperti perilаku 

kekаnаk-kаnаkаn sering terdаpаt pаdа jenis ini. Wаhаm dаn hаlusinаsi bаnyаk 

sekаli. 

c. Skizofreniа Kаtаtonik, menurut Mаrаmis, skizofreniа kаtаtonik аtаu disebut jugа 

kаtаtoniа, timbulnyа pertаmа kаli аntаrа umur 15-30 tаhun dаn biаsаnyа аkut sertа 

sering didаhului oleh stress emosionаl. Mungkin terjаdi gаduh gelisаh kаtаtonik 

аtаu stupor kаtаtonik. 

1) Stupor Kаtаtonik pаdа stupor kаtаtonik, penderitа tidаk menunjukkаn perhаtiаn 

sаmа sekаli terhаdаp lingkungаnnyа dаn emosinyа sаngаt dаngkаl. Secаrа tibа-

tibа аtаu perlаhаn-lаhаn penderitа keluаr dаri keаdааn stupor ini dаn mulаi 

berbicаrа dаn bergerаk.  

2) Gаduh Gelisаh Kаtаtonik pаdа gаduh gelisаh kаtаtonik, terdаpаt hiperаktivitаs 

motoric, tetаpi tidаk disertаi dengаn emosi yаng semestinyа dаn tidаk 

dipengаruhi oleh rаngsаngаn dаri luаr. 

d. Skizofreniа Pаrаnoid, jenis ini berbedа dаri jenis-jenis lаinnyа dаlаm 

perjаlаnаnpenyаkit. Hebefreniа dаn kаtаtoniа sering lаmа-kelаmааn menunjukkаn 

gejаlа-gejаlа skizofreniа simplek аtаu gejаlа cаmpurаn hebefreniа dаn kаtаtoniа. 

Tidаk demikiаn hаlnyа dengаn skizofreniа pаrаnoid yаng jаlаnnyа аgаk konstаn. 

e. Skizofreniа Аkut, gejаlа skizofreniа ini timbul mendаdаk sekаli dаn pаsien seperti 

keаdааn mimpi. Kesаdаrаnnyа mungkin berkаbut. Dаlаm keаdааn ini timbul 

perаsааn seаkаn-аkаn duniа luаr dаn dirinyа sendiri berubаh. Semuаnyа seаkаn-

аkаn mempunyаi аrti yаng khusus bаginyа. Prognosisnyа bаik dаlаm wаktu 

beberаpа minggu аtаu biаsаnyа kurаng dаri enаm bulаn penderitа sudаh bаik. 

Terkаdаng bilа kesаdаrаn yаng berkаbut tаdi hilаng, mаkа timbul gekаlа-gejаlа 

sаlаh sаtu jenis skizofreniа yаng lаinnyа.  

f. Skizofreniа Residuаl, skizofreniа residuаl, merupаkаn keаdааn skizofreniа dengаn 

gejаlа-gejаlа primer seperti yаng dikemukаkаn oleh Bleuler, tetаpi tidаk jelаs 

 
36 W.F. Mаrаmis, Cаtаtаn Ilmu Kedokterаn Jiwа, Аirlаnggа University Press, Surаbаyа, 2008, hlm. 

38.  
37 Ibid, hlm. 40. 
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аdаnyа gejаlа-gejаlа sekunder.38 Keаdааn ini timbul sesudаh beberаpа kаli serаngаn 

skizofreniа. 

g. Skizofreniа Skizoаfektif, pаdа skizofreniа skizoаfektif, disаmping gejаlа-gejаlа 

skizofreniа terdаpаt menonjol secаrа bersаmааn, jugа gejаlа-gejаlа depresi аtаu 

gejаlа-gejаlа mаniа. Jenis ini cenderung menjadi sembuh tanpa efek, tetapi mungkin 

juga timbul lagi serangan. 

 

F. Fakta-Fakta Yuridis di Persidangan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam  

     Putusan Pidana 

  

 

Pembuktian kesalahan terdakwa sangat memegang peranan penting, karena jika teknik 

pembuktian tidak dilaksanakan dengan baik oleh Penasehat hukum, hakim, dan 

penasihat hukum, terdakwa dapat bebas dari hukuman. Menurut M. Yahya Harahap 

pengertian pembuktian adalah :  

a. Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 

dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa. 

b. Ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang 

boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.39 

M. Yahya Harahap kemudian menguraikan eksistensi pembuktian yang dianut pada 

Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yaitu:  

a. Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya 

mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, dan 

penasihat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara penilaian alat 

bukti yang ditentukan undang-undang. 

b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang dijatuhkannya, 

maka di dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh 

undang-undang secara “limitatif” sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP.  

  

 
38 Ibid, hlm. 51. 
39 M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 

hlm. 279. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana pada 

hakikatnya merupakan ketentuan yang membatasi pelaksana peradilan dalam mencari 

dan menemukan kebenaran materiil. Hakim, PU, terdakwa atau penasihat hukum, 

terikat pada ketentuan dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim 

dalam setiap putusannya harus didasarkan pada alat-alat bukti sah 40yang ditentukan 

secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP. Merujuk pada pengertian di atas, dapat 

disimpulkan secara singkat bahwa pengertian pembuktian merupakan cara atau teknik 

yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh PU, hakim, dan penasihat hukum. Untuk 

mewujudkan prinsip kebenaran materiil dalam memeriksa perkara tindak pidana 

pengidap skizofrenia paranoid pada kasus perkara Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn 

dan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms, para pelaksana peradilan betul-betul dituntut 

mengetahui dan memahami hakikat pembuktian. PU yang harus membuktikan 

dakwaannya di depan siding pengadilan, sedangkan terdakwa atau penasihat 

hukumnya yang melemahkan dakwaan PU, serta hakim yang akan menilai pembuktian 

tersebut, diharapkan memiliki integritas moral dan wawasan pengetahuan ilmu hukum 

yang luas dalam upaya mencapai tujuan-tujuan hukum. 

 

Adapun alat bukti sah yang akan dinilai hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa 

ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:  

1. Alat bukti yang sah adalah: 

a. Keterangan saksi, menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa keterangan saksi 

adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari 

 
40 Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, Bandar Lampung, Aura Publishing, 2015, hlm. 

139. 
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saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan 

ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.  

b. Keterangan ahli, yang dimaksud dalam keterangan ahli ialah keterangan yang 

diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang 

masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang 

diperiksa, agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Merujuk 

pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 Tentang KUHAP, 

keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki 

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 

pidana guna kepentingan pemeriksaan.  

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa 

yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa surat sebagaimana tersebut 

pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 

sumpah adalah: 

1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum 

yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan 

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya 

sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu 

2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat 

yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 

menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu 

hal atau sesuatu keadaan; 

3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 

resmi dari padanya; 

4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 

pembuktian yang lain. 

d. Petunjuk, merujuk pada Pasal 188 KUHAP menyebutkan bahwa  

1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 

siapa pelakunya. 

2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat  (1) hanya dapat diperoleh dari 

keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 

3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bidjaksana setelah ia 

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan 

berdasarkan hati nuraninya. 

e. Keterangan terdakwa, merujuk pada Pasal 189 KUHAP Keterangan terdakwa 

ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia 

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 
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2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.  

Sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana Indonesia merupakan 

“pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel)”,41 

bahwa bersalah tidaknya terdakwa ditentukan oleh hakim yang didasarkan pada cara 

dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.  

  

Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan antara “sistem pembuktian menurut 

undang-undang secara positif” dengan sistem pembuktian “menurut keyakinan hakim 

(la-convention raiconne) atas alasan yang logis”. Untuk menentukan kesalahan 

terdakwa pada sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif”, 

didasarkan pada kekuatan alat-alat bukti sah yang ditentukan undang-undang dan 

hakim harus meyakini kebenarannya. Seseorang dapat dijatuhi pidana dapat dilihat dari 

Pasal 183 KUHAP, yaitu harus ditunjang oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sah 

yang terungkap dalam sidang pengadilan dan diyakini kebenarannya oleh hakim. Inilah 

dasar hukum penggunaan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”, 

didasarkan pada kekuatan alat-alat bukti sah yang ditentukan undang-undang dan 

hakim harus meyakini kebenarannya. Seseorang dapat dijatuhi pidana dapat dilihat dari 

Pasal 183 KUHAP, yaitu harus ditunjang oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sah 

yang terungkap dalam sidang pengadilan dan diyakini kebenarannya oleh hakim. 

Tujuan dari pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP untuk menjamin tegaknya 

kebenaran, keadilan, kepastian hukum bagi seseorang dan terwujudnya kebenaran. 

 
41 Nitralia Prameswari, Samirah, Sri Wahyuningsih Yuliati, Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah 

Hukum Acara Pidana, Jurnal Verstek Vol. 3 No. 2, 2015, 2.  
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III. METODE PENELITIАN 

 

 

Metode penelitian pada daarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuam 

penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara 

sistematis. Metode yang akan idgunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-

langkah sebagai berikut.  

 

A. Pendekatan Masalah 

 

 

Pendeketan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalah. Pendekatan 

yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan 

proses penjatuhan pidana oleh hakim yang mengandung unsur disparitas terhadap 

perkara pemidanaan pelaku pembunuhan skizofrenia paranoid pada putusan No. 

2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms. 
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B. Jenis dan Sumber Data 

 

 

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun 

skripsi ini sebagai berikut:  

 

1. Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.42 Data yang dimaksud dari Hakim 

Pengadilan Negeri yang berada di Kota Jakarta Timur.  

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri 

literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok 

permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri 

dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum 

sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur. Adapun data 

sekunder teridir dari:43 

a. Bahan buku primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan teridiri 

dari: 44 

1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.  

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana 

 
42 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 51. 
43 Ibid, hlm. 13. 
44 Soerjano Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13. 
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b. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti 

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan 

hukum.45 Bahan sekunder ini juga berkaitan dengan Analisis Disparitas Putusan 

Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Pengidap Skizofrenia Paranoid 

putusan nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan putusan nomor 

288/Pid.B/2020/PN.Pms. 

 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya yaitu kamus ensiklopedia, 

indeks, kumulatif, dan seterusnya.46 

  

C. Penentuan Narasumber 

 

 

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi di dalam suatu 

penelitian dan memiliki pengertian serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode 

yang efektif dalam pengumpulan data primer karena interviewer dapat bertatap muka 

secara langsung kepada responden dan menanyakan prihal pribadi responden, fakta-

fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun saran-saran responden.47 Adapun 

narasumber yang akan diwawancarai unutk penelitian penulis adalah: 

 

 

 
45 Ibid, hlm. 13. 
46 Ibid, hlm. 13. 
47 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 57. 
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1. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur : 1 Orang 

2. Advokat pada RHS & Partners  : 1 Orang 

3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung : 1 Orang 

Jumlah : 3 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka, dilakukan dengan mempelajari, membaca dan menelaah literatur-

literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah-

masalah yang diteliti berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, dokumen 

hukum, catatan hukum, literatur bidang ilmu pengetahuan umum, peraturan-

peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.  

b. Identifikasi data sekunder yang diperlukan, dengan cara mencari dan mengenal 

bahan hukum. 

c. Inventrasi data yang relevan dengan rumusan masalah. 

d. Pengkajian data yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan 

kebutuhan dan rumusan masalah. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud 
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meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi Data 

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya 

data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Klasifikasi Data 

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah 

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat 

untuk dianalisis lebih lanjut. 

c. Penyusunan Data 

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan 

merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga 

mempermudah interprestasi data. 

 

E. Analisis Data 

 

 

Teknik аnаlisis bаhаn hukum dаlаm penelitiаn ini dilаkukаn dengаn menggunаkаn 

metode interpretаsi yаng digunаkаn dаlаm ilmu hukum dogmаtic. Penulis dаlаm 

penelitiаn ini menggunаkаn interpretаsi sistemаtis dаn interpretаsi grаmаtikаl. 

Interpretаsi sistemаtis merupаkаn penаfsirаn undang-undang sebаgаi bаgiаn dаri 

keseluruаn sistem perundаng-undаngаn dengаn jаlаn menghubungkаn dengаn undаng-

undаng yаng lаin. Interpretаsi grаmаtikаl memberikаn mаknа аtаu penjelаsаn terhаdаp 

suаtu objek dengаn cаrа mengurаikаnnyа dengаn bаhаsа. Metode interpretаsi 

grаmаtikаl disebut jugа metode penаfsirаn objektif yаitu dengаn menjelаskаn 

ketentuаn undаng-undаng dаn mengurаikаn dengаn bаhаsа susunаn kаtа dаn bunyinyа. 



79 
 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Nomor 

2353/Pid.B/2018/PN.Mdn yaitu terdakwa atas nama Fahrizal,S.Ik dan Nomor 

288/Pid.B/2020/PN.Pms terdakwa atas nama Suheri Sihombing telah sesuai dengan 

teori pertimbangan hakim aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. 

Pertimbangan hakim secara yuridis didasari atas terpenuhinya kedua putusan 

tersebut dengan rumusan unsur pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dimana 

pada putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn Terdakwa terbukti pada saat 

melakukan tindak pidana pembunuhan sedang mengidap penyakit gangguan 

kejiwaan skizofrenia paranoid sedangkan putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms 

majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengidap penyakit gangguan 

kejiwaan skizofrenia paranoid yang dapat menjadi alasan pemaaf sehingga 

penjatuhan pidana dapat dikenakan kepada Terdakwa atas perbuatannya, kemudian 

melihat dari pertimbangan sosiologis hakim yang didasari oleh hal-hal yang 

meringankan atau memberatkan terdakwa, yang mana salah satu terdakwa terbukti 
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mengidap penyakit kejiwaan yaitu skizofrenia paranoid, dan pertimbangan filosofis 

berupa pemberian sanksi pidana kepada salah satu terdakwa agar berupaya 

memenuhi rasa keadilan terhadap korban, khususnya kepada masyarakat lainnya 

untuk memperbaiki dirinya.  

 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim 

antara lain adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi 

terdakwa, Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yang kita 

anut, kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan 

dalam memutuskan suatu perkara, karakteristik kasus dalam tindak pidana yang 

sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus 

memiliki kemiripan yang sama persis, dengan adanya hal-hal tersebut majelis hakim 

terkadang memiliki pendapatnya masing-masing sehingga menimbulkan adanya 

disparitas pidana. Namun penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 

2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms yang telah 

diputuskan oleh hakim kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan di pihak 

korban, terdakwa dan masyarakat. Alasan putusan hakim tersebut telah memenuhi 

keadilan dengan berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan 

Kehakiman yang berisi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” 

dalam kedua putusan di atas telah sesuai dengan pasal yang yang berlaku yaitu pasal 

338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 
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B. Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saran dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Peran Hakim dalam pengaturan alasan pemaaf pelaku terhadap tindak pidana yang 

mengidap penyakit kejiwaan seperti pada dua perkara yang penulis analisis yaitu 

perkara Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms 

sekiranya hakim tidak hanya memikirkan keadilan semata masyarakat saja namun 

melihat juga pada ketentuan Pasal 44 KUHP dimana hal tersebut jadi tidak 

terimplementasi secara semestinya. 

 

2. Hendaknya hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sanksi kepada kedua 

terdakwa yang dapat memberikan pemulihan rehabilitas medis kejiwaan 

sebagaimana terdapat di dalam Pasal 44 KUHP mengatakan bahwa skizofrenia 

paranoid merupakan penyakit kejiwaan yang penyakitnya bisa timbul secara 

spontan tanpa melihat waktu sehingga terdakwa dapat sembuh ketika terdakwa 

bebas dan penyakit gangguan yang diderita terdakwa tidak kambuh lagi dan dapat 

mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya kembali. 
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